
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR8,). TAHUN 2023

TENTANG
POLATATAKELOLABADANLAYANANUMUMDAERAHPADAUNIT
PELAKSANATEKNISDAERAHPUSATKESEHATANMASYARAKAT

Mengingat

bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

ten tang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telalh diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 ten tang PemerintahanDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerin.tah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomo.r 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5340);

",



7. Peraturan Pemerirrtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentulkan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah, diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 temtang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor157);
9. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

tentang Pusat Kessehatan Masyarakat (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor1335);

11.Peraturan Menteri DalamNegeriNomor77 Tahun 2020
tentang PedomanTeknis PengelolaanKeuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2:019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung TimurTahnm 2019 Nomor6);

13.Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25
Tahun 2021 tentan.gPembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor

25);



Menetapkan

MEMUTUSOKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT

PELAKSANATEKlNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jlabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupajti sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah y.ang selanjutnya disingkat SKPD

adalah un sur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaranj pengguna barang.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesell1atanKabupaten Tanjung Jabung

Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBAadalah
dokumen rencana anggaran tahu.nan BLUD, yang disusun dan

disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran :yang selanjutnya disingkat DPA

adalah dokumen yang memuat peridapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.



11. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas

kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,

pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pu.sat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disebut UPfD Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas

teknis operasional dan/ atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan

yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama,

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

14. Pola Pengelolaan Keuangan Badari Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut PPK-BLUDadalaih pola pengelolaankeuangan yang
memberikan fleksibiltas berupa .keleluasaan untuk menerapkan
praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualiandari ketentuan
pengelolaankeuangan daerah pada umumnya.

15. Pejabat pengelolaBLUDPuskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat
Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja
operasional BLUDPuskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat
keuangan dan pejabat teknis.

16. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya
disingkat KPA-BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melak:sanakan tugas pokok dan fungsi

Puskesmas yang dipimpinnya.
17. DewanPengawasadalah organ yang bertugas melakukan pengawasan

terhadap pengelolaanBLUDPuskesmas.
18. Badan PengelolaKeuangandan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKADadalah perangkat daerah yang mempunyaitugas melaksanakan
pengelolaanAnggaranPendapatan dsmBelanjaDaerah.



19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD selaku Bendahara Umum Daerah.

20. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD Puskesmas yang

bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal.

21. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan BLUD Puskesmas yang teirdiri atas Laporan Neraca, Laporan

Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan

Keuangan.

22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi

dari dokumen RPJMD, memuat ranoangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan

pendanaannya.

23. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan

dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

24. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka

pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya

samg.

BAB II

KELEMBAGAANDANSU&1BERDAYAMANUSIA

Bagian Kesatu

Kelembagaan dan Kedudukan

Pasal2

(1) BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang menerapkan

BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dan berada dibawah Dinas

Kesehatan.

(2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

memberikan layanan umum secara lebih efektif, efesien, ekonomis,

transparan dan bertanggungjawab.



(3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan asas

keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang

sehat.

(4) BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan dari pernerintah daerah.

(5) BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari

pengelolaan keuangan daerah.

(6) Nomenklatur kelembagaan BLVD VPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana nama VPTD Puskesmas
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sumber Daya manusia

Pasal 3
(1) Sumber daya manusia BLVDPuskesmas terdiri atas :

a. pejabat pengelola;dan

b. pegawai
(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLVDdalam pemberi layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLVD.

(4) Pejabat Pengeloladan pegawaiBLVDberasal dari :

a. pegawai negeri sipil; dan/ atau
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) BLVD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)>dari profesionallainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan
kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan
prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan

pelayanan.
(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yan.g berasal dari tenaga profesional

lainnya sebagaimana dimaksud pada. ayat (5)dapat dipekerjakan secara

kontrak atau tetap.
(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya

sebagaimana dimaksud pzda ayat (5) diangkat untuk masa jabatan



paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)

kali periode masa jabatan berikutnya ..

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling

tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai

dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan

Peraturan Bupati tentang pengadaan, persyaratan, pengangkatan,

penempatan, batas usia, mas a .kerja, hak dan kewajiban dan

pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai professionallainnya.

Pasak 4

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan

pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5)

berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) berupa pendidikan,

keahlian, keterampilan, integrita.s, kepemimpinan, pengalaman,

dedikasi dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

jabatannya.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola

Pasal5

(1) Pejabat Pengelola BLVD VPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pemimpin;

b. p~abatkeuangan;dan

c. pejabat teknis.

(2) Pemimpin BLVDVPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah Kepala VPTD Puskesmas.

(3) Pejabat Keuangan BLVD VPTD Puiskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha pada

VPTD Puskesmas.

(4) Pejabat Keuangan BLVD VPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran.



(5) Pejabat Keuangan sebagaimana di:maksud pada ayat (3), bendahara

penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dijabat oleh pegawai negeri sipil.

(6) Pejabat Teknis BLUDUPTDPuskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dijabat oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan,
jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas yang ada pada UPTD
Puskesmas.

(7) Jenis Pelayanan kesehatan dan Struktur Organisasi pada UPTD
Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
IIyangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal6
(1) Pejabat PengelolaBLUDUPTDPuskesmas diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.
(2) PemimpinBLUDUPTDPuskesmas bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat ieknis bertanggungjawab kepada
pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Pimpinan BLUDUPI'D Puskesmas

Pasal 7
(1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1)huruf a mempunyai tugas :
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih
efesien dan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijaikan teknis BLUDserta kewajiban
lainnya sesuai dengan kebijakamyang telah ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon pejabat keuiangan dan pejabat teknis kepada
Bupati sesuai dengan ketentuari;



f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLVD

selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang­

undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLVDyang dilakukan

oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas

pengawasan internal, serta menyampaikan dan

mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan

BLVDkepada Bupati; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Pemimpin BLVD VPTD Puskesnnas dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawabumum operasional dan keuangan.

Pasal8
(1) PemimpinBLVDVPTD Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna

anggaranj kuasa pengguna barang.
(2) Dalam hal pemimpinBLVDVPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan
BLVDPuskesmas ditunjuk sebagaiikuasa pengguna anggaranjkuasa
pengguna barang.

Pasal9
(1) Untuk diangkat sebagai PemimpinBLVDPuskesmas harus memenuhi

persyaratan :

a. memilikipendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-l
(strata satu) atau D-4 (diplomaempat);

b. berintergritas, profesional dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkanpelayanan BLUDPuskesmas;

c. berpengalaman bertugas di Puakesmas atau unit kerja kesehatan
paling sedikit 2 (dua) tahun;

d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
e. mampu mengelolaanggaran BLUD;

f. mampu mengelolapenyediaan dan distribusi logistik Puskesmas;
dan

g. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLVDdan bersedia
diaudit.



(2) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak

tersedia seorang tenaga kesehata.n dengan kualifikasi pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan BLVD

Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan

dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).

Paragraf 2

Pejabat KeuanganBLVDVPTD Puskesmas
Pasal ro

(1) Pejabat keuangan BLVDVPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (1)huruf b mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaankeuangan;
b. mengoordinasikanpenyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaanpendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakanpengelolaan Kas;
f. melakukan pengelolaanutang, piutang, dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milikdaerah yang berada

dibawah penguasannya;
h. menyelenggarakansistem infonmasimanajemen keuangan;
1. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan;

dan
J. tugas lainnya yang ditetapkan. oleh Bupati dan/ atau pemimpin

BLVDVPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),mempunyai fungsi sebagai penanggungjawabkeuangan.
(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran
harus dijabat oleh pegawainegeri sipil.

Paragraf 3

Pejabat TeknisBLVDUPTDPuskesmas
Pasal11

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf c
mempunyai tugas :

-------------------------------- --------



a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai

dengan RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan dibidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pemimpin

BLUDUPI'D Puskesmas sesuai ciengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan ltugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis

operasional dan pelayanan dibidangmya.

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis selbagaimana dimaksud pada ayat (1),

berkaitan dengan mutu, standar:isasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima

Pembina dan Pengawas BLUDUPI'D Puskesmas

Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUDPuskesmas terdiri atas :

a. pembina teknis dan pembina keuangan;

b. satuan pengawas intemal; dan

c. Dewan Pengawas.

Pasal 1:3

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu

kepala Dinas yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan

dibidang kesehatan.

(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

yaitu PPKD.

Pasal14

(1) Satuan pengawas intemal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUDUPI'D Puskesmas untuk

pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan,

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan

Praktek Bisnis Yang Sehat.



(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu

pengawas internal yang berkeduduikan langsung dibawah pemimpin

BLVDPuskesmas.

(3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan mempertimbangkan :

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan / atau jangkauan pe1ayanan.

Pasal 1..5

(1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:

a. pengamanan harta kekayaan ;

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan ;

c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan

Praktek Bisnis Yang Sehat.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang

bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, prilaku yang baik,

dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

BLVD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami tugas dan fungsi BLllJD;

e. memiliki pengalaman teknis paellaBLVD;

f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga :puluh) tahun dan paling tinggi 55

(lima puluh lima) tahun pada sa.at mendaftar pertama kali:

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara ata'u keuangan daerah;

J. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal16
(1) Dewan Pengawas sebagaimana yang:dimaksud dalam Pasal12 huruf c

dapat dibentuk oleh Bupati.



(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat dilakukan oleh BLUDyang memiliki realisasi pendapatan

menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai

aset menurut neraca 2 (dua) tahun 1terakhir.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibentuk untuk

pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat

Pengelola.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5

(lima) orang.

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUDyang memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua)

tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp. JiOO.OOO.OOO.OOO,-(seratus miliar
rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhir sebesar Rp.
150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai
dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)untuk BLUDyang memiliki :
a. realisasi pendapatan menurut Iaporan realisasi anggaran 2 (dua)

tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus
miliar rupiah); atau

b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari
Rp. 500.000.000.000,- (limaratus miliar rupiah).

Pasal17
(1) AnggotaDewanPengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat

(5)terdiri atas unsur :
a. 1 (satu) orang pejabat SKPDyang membidangikegiatan BLUD;
b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan

keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) AnggotaDewanPengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 ayat
(6)terdiri dari unsur :
a. 2 (dua)orang pejabat SKPDyang membidangikegiatan BLUD;



b. 2 (dua) orang pejabat 8KPD yang membidangi pengelolaan

keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dan ayat (2)
huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi
yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

(4) AnggotaDewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2)dapat diangkat menjadi anggota DewanPengawaspada 3 (tiga)

BLUD.
(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat

Pengeloladiangkat.
(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan

harus memenuhi syarat :
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,

prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggiuntuk memajukan dan

mengembangkanBLUD;
c. memahami penyelenggaraanpernerintahan daerah;
d. memilikipengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
e. menyediakanwaktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah 8-1 (strata satu);
g. berusia paling tinggi60 (enampuluh) tahun;
h. Tidak pemah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau

Komisaris yang dinyatakan bezsalah menyebabkan badan usaha

yang dipimpin dinyatakan pailit;
1. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau

calon wakilBupati, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasall8

(1) DewanPengawasmemilikitugas :
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUDdan

memberikan rekomendasi atas hasil penilaianuntuk ditindaklanjuti

oleh Pejabat PengelolaBLUD;
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari

hasillaporan audit pemeriksa ekstemal pemerintah;

{,-



d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam

melaksanakan tugas dan kewajibnnnya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:

1. RBAyang diusulkan oleh Peja.bat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;

dan

3. Kinerja BLUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf

b, diukur paling sedikit meliputi :

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang

diberikan (rentabilitas);

b. memenuhi kewajibanjangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai
pengeluaran.

(3) Peniaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses
intemal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pela.ksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 19
(1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun,

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli
dapat diangkat kembali untuk 1 (sam) kali masajabatan berikutnya.

(3) AnggotaDewanPengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) AnggotaDewan Pengawas diberhentilkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)huruf c, karena :
a. tidak dapat melaksanakan tugasrnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---- --



c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLVD;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian

pada BLVD,negara dan / atau daerah.

Pasa120
(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk

mendukung kelancaran tugas Dewan.Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bukan merupakan anggota DewanPengawas.

Pasal2].

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
dan sekretaris DewanPengawas dibebankan pada BLVDdan dimuat dalam

RBA.

Pasal 22:
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Keuangan Daerah.

Bagian Keernam
Struktur Organisasi

Pasa123
(1) Struktur Pengelola BLVDVPTDPuskesmas sebagaimana dimaksud

dalam PasalS ayat (1) tercantum dadamLampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Struktursebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BLVD VPTD

Puskesmas dapat menyesuaikan dengan karakteristik Puskesmasnya.



BABIII

PEMBINAAN,PENGAWASAN,DANPENCABVTANPENERAPANBLVD

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal24

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLVDVPTD

Puskesmas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

(3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh SKPD terkait sesuai aspek
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

Bagian Kedua
Pencabutan Penerapan BLVD

Pasal25
(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan penerapan

BLVDVPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pencabutan penerapan BLVDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan akibat :

a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

b. kebijakan Bupati sesuai dengan .kewenangannyadan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencabutan penerapan BLVDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan melalui penilaian..

(4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLVD, dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perunciang-undangan.
(6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)mencakup pendanaan,

personil, prasarana, dan data.



Pasal26

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 25 ayat (4) bertugas
untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUDPuskesmas paling
lama 3 (tiga)bulan.

(2) Hasil penilaian oleh TimPenilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan

BLUDPuskesmas.
(3) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Heputusan Bupati.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
ditetapkan.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BABIV
MANAJEMENSUMBERDAYAMANUSIA

Pasal27
(1) BLUDUPTDPuskesmas dalam menyusun perencanaan kebutuhan

pegawaisesuai dengan analisis beban kerja dan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

(2) Pengadaan pegawai BLUDUPTDPuskesmas berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku ..
(3) Pengangkatan, penempatan dalam jabatan dan pengembangan

kompetensi sumber daya manusa BLUD UPTD Puskemas harus
memperhatikan kebutuhan Praktek;Bisnis YangSehat.

Pasal28
Pemimpin BLUDUPTDPuskemas bertanggungjawab terhadap peningkatan
kinerja dan disiplin sumber daya manusia BLUDUPTDPuskemas.



BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal29

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal "1 rJ u~l 2023

~N G JABUNGTIMUR,
TELAH DITELITI OLEH :

KEPAIADIMASKESEHATAM KABID YANKESDANSDK

ilt:.AN. SKM
NIP.19690611199502 2 001 NIP.19740108199302I001

Diundan%kan di MUal'a Sabak
pada tanggal 7 r0uli 2023
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAN~JUNGJABUNGTIMUR

BERITA DAERAHKABUPATENTANJUKG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 9' t

(TElAH DITELITI KEBENARANNYA
Uabag Hukum Perundang.Undangan



LAMPlRAN I
PERATURAN BUJ?ATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8.\ TJfI-RUN2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANANUMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.

JENIS PELAYANANUPTD PUSKESMAS

A. PELAYANANUPAYAKESEHATANMASY..t\RA.KA1'~UKM~ESENSlAL

1. PELAYANANPROMOSIKESEHATAN
2. PELA\,YANANKESEHATAN LINGKUNGAN

3. PELAYANANKESEHATANKELUARGA

4. PELAYANANGIZI

5. PELAYANANPENCEGAHANDAN PENGENDALIAN PENYAKIT

B. PELAYANANUPAYAKESEHATAN PERORANGAN(UKP)

1. PELAYANANRAWATJALAN

2. PELAYANANGAWATDARURAT

3. PELAYANANPERSALlNAN NORMAL

4. PERAWATANDIRUMAH (HOME CARE)

5. PELAYANANRAWATINAP

C. PELAYANANUPAYAKESEHATANMASYARAKAT (UKM) PENGEMBAGAN

1. PELAYANANKESEHATANJIWA

2. PELAYANANKESAHATANTRADISIONAL DAN AKUPRESUR

3. PELAYANANPERAWATANKESEHATAN MASYARAKAT

4. PELAYANANKESEHATAN OLARAGA

5. PELAYANANKESEHATAN KERJA

6. PELAYANANKESEHATAN MATA

7. PELAYANANUPAYAKESEHATAN GIGI DI SEKOLAH

8. PELAYANANKESEHATAN USIA LA::NJUT

9. PELAYANANKESEHATANTELINGA

KESEHATAN PERORANGAN,WAJIB MENYELENGGARAKANKEGIATAN:

D. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA

1. MANAJEMEN PUSKESMAS

2. PELAYANANKEFARMASIAN

3. PELAYANANKEPERAWATANKESEHATAN MASYARAKAT



4. PELAYANAN LABORATORIUM

5. KUNJUNGAN KELUARGA

TELAH DITELITI OLEH :
KEPALA DIMAS KESEHATAN

NG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

'T~AH DITELlTI KEBENAij:ANNYA
VK;bag Hukum Dan Perundang • Undangan



LAMPlRAN II
PERATURAN BUPATI 'rANJUNG JABUNG 1'IMUR
NOMOR 0,_ t TAliuN 2023
TENTANG
POLA TATA KEL()LA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATANMASVARAKATPEMERINTAH KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR.I

STRUKTl1RORGANISASI
PUSKESMAsKAWASAN:PERJ{OTAANVAN PERDESAAN

KEPALA PUSkESMAS / PEMIMPIN BLue

KEPALA TATA USAHA/ PEJASAT K~UANGAN

... I

I BENDAHARA PENERIMAAN I r BENDAHARA PENGELUARAN I

I I I I I I I
PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB p~NANGGUNGJAWAB PENANG(;UNGJAWAB
UKM ESENSIALDAN UkM PENGEMBANGAN / UKP, ICEFARMASIANDAN JARINGAN DAN JEJARING/ IlANGUNAN, PRASARANA DAN PENANGGUNGJAWAli

KEPERAWATAN KESEHATAti PEJABATTEKNIS UKM IABORATORIUM / PEJABATTEKNIS JARINQAN PERAI.ATAN/ PEJABATTEICNIS MUTU I PEJAIATTUNI§

MASYARAKAT / PEJABAT PENGEMBANGAN PUABAi TEKNIS UKP DAN JEJARING IlANGUNAN, PRASARANA DAN MUTU

TEKNIS UKM ESEN$IAl PIRALATAN

[ [ I I
KOORDINATOR· KOORDINATOR- KOORDINATOR· KOORDINATOR· (JKOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOOilDINATOR

PELAYANAN TERKAIT PELAYANAN TERKAlf PEIAYANAN TERI<AIT p~LAYANAN TERKAIT

ItELAH DITELITJKEBENARANNYA
l..iabag Hukum D n Perundang . Undangan

TELAH DITEUTI OLEH :

H. ROMI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ~. ~ TAHUN 2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

WLAH DITUITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang •Undangan

"STRUKTURORGANISASI

PUSKESMASKAWASANTERPENCILDAN SANGATTERPENCIL

I I KEPALAPUSKESMAS/ 'PEMIMPIN BLUD II(,
KEPALATATA USAHA / PEJABAT KEUANGAN

-
~~OH:O. IDb?JlDpSS.,MH_.> J I
.~~;~-;·"j?cmblna "lI"K B(IVIb~ , _ .'. I BENDAHARA PENERIMAAN I I BENDAHARA PENGELUARAN I"~.;-r'li1lp.,9700323 2002121 004 ~....-

I I I I I
PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB
UKM ESENSIAL DAN UKM PENGEMBANGAN / UKP, KEFARMASIAN DAN JARINGAN DAN JEJARING/ PENANGGUNGJAWAB

KEPERAWATAN KESEHATAN PEJABAT TEKNIS UKM LABORATORIUM / PEJABAT TEKNIS JARINGAN MUTU / PEJABATTEKNIS
MASYARAKAT / PEJABAT PENGEMBANGAN PEJABAT TEKNIS UKP DAN JEJARING MUTU
TEKNIS UKM ESENSIAL

I I I I
KOORDINATOR- KOORDINATOR- KOORDINATOR- KOORDINATOR-
KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR

PELAYANAN TERKAIT PELAYANAN TERKAIT PELAYANAN TERKAIT PELAYANAN TERKAIT
/

"


